














































STANDAR PELAYANAN  

PERMOHONAN INFORMASI 

PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS IA 

 

Jenis Pelayanan : Layanan Permohonan Informasi 

Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk 

kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 

50 Tahun 2009; 

2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 

KMA/001/SK/1991 tentang Pola Pembinaan dan 

Pengendalian Administrasi Perkara; 

3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 

KMA/004/SK/1992 tentang Kepaniteraan 

Pengadilan Agama; 

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik; 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Informasi Publik; 

6. Keputusan KMA RI No.2-144/KMA/SK/VIII/2022 

tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di 

Pengadilan; 

7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI 

Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan 

Badan-Badan Peradilan; 

8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI 

Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar 

Pelayanan Peradilan; 

9. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI 

Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Penyusunan Standar Operasional Prosedur di 



lingkungan Mahkamah Agung dan Badan 

Peradilan yang berada dibawahnya. 

Persyaratan : Tanda Pengenal 

Prosedur : 1. Mengambil tanda pengenal pengunjung di Pos 

Satpam; 

2. Mengambil nomor antrian untuk ke Meja 

informasi dan tunggu hinggal dipanggil petugas 

sesuai antrian; 

3. Mengajukan permohonan informasi kepada 

petugas Meja Informasi; 

4. Petugas memasukkan identitas pemohon 

informasi ke dalam Register Permohonan 

informasi dalam aplikasi layanan terpadu PTSP  

Biaya / Tarif : Gratis, tidak dipungut biaya. 

Produk : Informasi 

Pengelolaan Pengaduan : 1. Aplikasi Lapor! Melalui alamat 

https://www.lapor.go.id/ 

2. Aplikasi SIWAS Mahkamah Agung melalui 

alamat https://siwas.mahkamahagung.go.id/ 

3. Surat elektronik PA Tanjungkarang dengan 

alamat patanjungkarang@rocketmail.com 

4. Sikepo (Sistem Informasi Kepaniteraan Online) 

081277228305  

5. Media Sosial PA Tanjung Karang 

 

https://www.lapor.go.id/
https://siwas.mahkamahagung.go.id/


STANDAR PELAYANAN  

e-COURT 

PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS IA 

 

Jenis Pelayanan : Layanan e-Court 

Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik dan 

perubahannya; 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

keterbukaan informasi publik; 

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman; 

4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 

2022 tentang Perubahan atas Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang 

Administrasi Perkara dan Persidangan di 

Pengadilan secara Elektronik; 

5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, 

telah diubah ke empat kali dengan PERMA 

Nomor 4 Tahun 2022; 

6. Keputusan KMA RI Nomor 032/KMA/SK/IV/2006 

tentang Pemberlakuan Buku I Pedoman 

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 

Pengadilan. 

Persyaratan : 1. Pengguna Terdaftar atau Pengguna Lainnya; 

2. Surat Gugatan atau Permohonan; 

3. Alamat elektronik aktif (e-Mail atau Messenger 

seperti WhatsApp) 

4. Nomor Telepon / Handphone aktif. 

Prosedur : 1. Mengambi tanda pengenal pengunjung di Pos 

Satpam 



2. Mengambil dokumen pendukung di aplikasi e-

Court Mahkamah Agung; 

3. Membayar panjar biaya perkara. 

Biaya / Tarif : 1. Gratis (Pojok e-Court yang tersedia di 

Pengadilan Agama Tanjung Karang); 

2. Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua tentang 

Panjar Biaya Perkara dan PP Nomor 5 Tahun 

2019. 

Produk : Register Nomor Perkara. 

Pengelolaan Pengaduan : 1. Aplikasi Lapor! Melalui alamat 

https://www.lapor.go.id/ 

2. Aplikasi SIWAS Mahkamah Agung melalui 

alamat https://siwas.mahkamahagung.go.id/ 

3. Surat elektronik PA Tanjungkarang dengan 

alamat patanjungkarang@rocketmail.com 

4. Sikepo (Sistem Informasi Kepaniteraan Online)  

081277228305  

5. Meja Pengaduan PA Tanjung Karang 

6. Media Sosial PA Tanjung Karang 

 

https://www.lapor.go.id/
https://siwas.mahkamahagung.go.id/


STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN DAN 

PEMBAYARAN BIAYA PERKARA 

PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS IA 

 

Jenis Pelayanan : Layanan Pendaftaran dan Pembayaran Biaya 

Perkara 

Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk 

kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 

50 Tahun 2009; 

2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 

KMA/001/SK/1991 tentang Pola Pembinaan dan 

Pengendalian Administrasi Perkara; 

3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 

KMA/004/SK/1992 tentang Kepaniteraan 

Pengadilan Agama; 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Informasi Publik; 

5. Keputusan KMA RI No.2-144/KMA/SK/VIII/2022 

tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di 

Pengadilan; 

6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI 

Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan 

Badan-Badan Peradilan; 

7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI 

Nomor 032/KMA/SK/IV/2006 Tentang 

Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis 

Administrasi dan Teknis Peradilan Agama; 

8. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI 

Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Penyusunan Standar Operasional Prosedur di 



lingkungan Mahkamah Agung dan Badan 

Peradilan yang berada dibawahnya. 

Persyaratan : 1. Fotokopi Kartu Identitas  

2. Surat Gugatan atau Permohonan dan 

Dokumen Pendukung 

Prosedur : 1. Mengambil tanda pengenal pengunjung di Pos 

Satpam; 

2. Mengambil nomor antrian untuk ke Meja 

Pendaftaran perkara dan tunggu hinggal 

dipanggil petugas sesuai antrian atau mendaftar 

secara online melalui e-Court; 

3. Pihak membayara panjar biaya perkara pada 

Bank yang telah ditunjuk setelah mendapat 

perincian taksiran panjar biaya yang tertuang 

dalam instrumen taksiran biaya perkara dari 

petugas pendaftaran; 

4. Pihak menyerahkan bukti setoran pembayaran 

panjar biaya perkara yang dilengkapi dengan 

dokumen persyaratan kepada Petugas 

Pembayaran (Kasir) dan petugas akan 

memasukan data para pihak, memasukkan 

nominal panjar biaya perkara, memberi nomor 

melalui Sistem Informasi Penelurusan Perkara 

(SIPP), mencetak SKUM, memberi cap lunas, 

dan selanjutnya ditandatangani oleh Petugas 

Pembayaran (Kasir) serta Penggugat/Pemohon; 

5. Petugas Pembayaran (Kasir) menyerahkan 

surat gugatan/permohonan dan SKUM yang 

telah diberi nomor perkara kepada 

Penggugat/Pemohon. 

6. Petugas Register Perkara akan meregister 

perkara tersebut; 



7. Selanjutnya pihak menunggu panggilan 

Jurusita/Jurusita Pengganti untuk datan pada 

hari persidangan yang telah ditentukan; 

Biaya / Tarif : Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua tentang 

Panjar Biaya Perkara dan PP No. 5 Tahun 2019 

Produk : Nomor Register Perkara 

Pengelolaan Pengaduan : 1. Aplikasi Lapor! Melalui alamat 

https://www.lapor.go.id/ 

2. Aplikasi SIWAS Mahkamah Agung melalui 

alamat https://siwas.mahkamahagung.go.id/ 

3. Surat elektronik PA Tanjungkarang dengan 

alamat patanjungkarang@rocketmail.com 

4. Sikepo (Sistem Informasi Kepaniteraan Online)  

081277228305  

5. Meja Pengaduan PA Tanjung Karang 

6. Media Sosial PA Tanjung Karang 

 

https://www.lapor.go.id/
https://siwas.mahkamahagung.go.id/


STANDAR PELAYANAN  

PEMBEBASAN BIAYA PERKARA (PRODEO) 

PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS IA 

 

Jenis Pelayanan : Layanan Pembebasan Biaya Perkara (PRODEO) 

Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk 

kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 

50 Tahun 2009; 

2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 

KMA/001/SK/1991 tentang Pola Pembinaan dan 

Pengendalian Administrasi Perkara; 

3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 

KMA/004/SK/1992 tentang Kepaniteraan 

Pengadilan Agama; 

4. Keputusan KMA RI No.2-144/KMA/SK/VIII/2022 

tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di 

Pengadilan; 

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 

Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusuanan 

Standar Operasional Prosedur Administrasi 

Pemerintahan; 

6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI 

Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan 

Badan-Badan Peradilan; 

7. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI 

Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Penyusunan Standar Operasional Prosedur di 

lingkungan Mahkamah Agung dan Badan 

Peradilan yang berada dibawahnya. 



8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 

2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan 

Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di 

Pengadilan; 

9. Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 

0508.a/DjA/HK.00/III/2014 tentang petunjuk 

Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah 

Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi 

Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. 

Persyaratan : 1. Kartu Identitas; 

2. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan 

Surat Keterangan Tunjangan SosiaL lainnya; 

3. Surat Pernyataan tidak mampu yang dibuat dan 

ditandatangani oleh Pemohon bantuan hukum 

dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama. 

Prosedur : 1. Permohonan diajukan secara lisan atau tertulis 

kepada Ketua Pengadilan Agama dengan 

dilampiri dokumen pendukung; 

2. Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari 

sejak permohonan itu dicatat oleh Panitera, 

Hakim yang ditunjuk (Hakim yang 

menyidangkan pada tingkat pertama) 

memerintahkan Panitera untuk memberitahukan 

permohonan itu kepada pihak lawan dan 

memerintahkan untuk memanggil kedua belah 

pihak supaya datang di Muka Hakim untuk 

dilakukan pemeriksaan tentang 

ketidakmampuan Pemohon; 

3. Dalam tenggan waktu paling lambat 7 (tujuh) 

hari setelah pemeriksaan, Pengadilan Tingkat 

Pertama mengirimkan berita acara hasil 

pemeriksaan dilampiri permohonan izin 



beracara secara prodeo dan dokumen 

pendukung ke Pengadilan, yang berwenang 

memutus perkara yang dimohonkan tersebut, 

untuk diputus apakah dikabulkan atau tidak; 

4. Jika permohonan dianggap memenuhi syarat 

maka diberikan penetapan izin berperkara 

secara prodeo. Izin beracara secara prodeo 

diberikan Pengadilan atas perkara yang 

diajukan pada tingkatan pengadilan tertentu 

saja; 

5. Jika ternyata Pemohon orang yang mampi, 

maka diberikan penetapan tidak dapat 

berperkara secara prodeo dan Pemohon harus 

membayar biaya seperti layaknya berperkara 

secara umum. 

Biaya / Tarif : Tidak dipungut biaya. 

Produk : 1. Bantuan Pengisian formulir permohonan 

bantuan hukum; 

2. Bantuan pembuatan dokumen hukum; 

3. Advis, konsultasi hukum dan bantuan hukum 

lainnya; 

4. Rujukan kepada Ketua Pengadilan untuk 

pembebasan pembayaran biaya perkara sesuai 

syarat yang berlaku; 

5. Rujukan kepada Ketua Pengadilan untuk 

mendapat bantuan jasa advokat sesuai 

ketentutan dan syarat yang berlaku 

Pengelolaan Pengaduan : 1. Aplikasi Lapor! Melalui alamat 

https://www.lapor.go.id/ 

2. Aplikasi SIWAS Mahkamah Agung melalui 

alamat https://siwas.mahkamahagung.go.id/ 

3. Surat elektronik PA Tanjungkarang dengan 

alamat patanjungkarang@rocketmail.com 

https://www.lapor.go.id/
https://siwas.mahkamahagung.go.id/


4. Sikepo (Sistem Informasi Kepaniteraan Online)  

081277228305  

5. Meja Pengaduan PA Tanjung Karang 

6. Media Sosial PA Tanjung Karang 

 



STANDAR PELAYANAN  

LAYANAN ADMINISTRASI PERSIDANGAN 

PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS IA 

 

Jenis Pelayanan : Layanan Administrasi Persidangan 

Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk 

kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 

50 Tahun 2009; 

2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 

2022 tentang Perubahan atas Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang 

Administrasi Perkara dan Persidangan di 

Pengadilan secara elektronik; 

3. Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2017 

tentang Perubahan Peraturan Mahkamah 

Agung No.7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan 

Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan 

Pengadilan; 

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 

KMA/001/SK/1991/ tentang Pola Pembinaan 

dan Pengendalian Administrasi Perkara; 

5. Keputusan Ketua Mahkamah agung RI Nomor 

KMA/004/SK/1992 tentang Kepaniteraan 

Pengadilan Agama; 

6. Keputusan KMA RI No.2-144/KMA/SK/VII/2022 

tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di 

Pengadilan; 

7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI 

Nomo KMA/032/SK/IV/2006 tentang 

Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan 

Tugas dan Administrasi Peradilan; 



8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI 

Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar 

Pelayanan Peradilan; 

9. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI 

Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Penyusunan Standar Operasional Prosedur di 

lingkungan Mahkamah Agung dan Badan 

Peradilan yang berada dibawahnya; 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 

Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan 

Standar Operasional Prosedur Adminsitrasi 

Pemerintahan; 

11. SEMA No.02 Tahun 2014 tentang Penyelesaian 

Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan 

Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan 

peradilan. 

Persyaratan : 1. Surat Gugatan atau Permohonan; 

2. Relas Panggilan; 

3. Dokumen Pendukung (Alat Bukti atau saksi) 

Prosedur : 1. Mengambi tanda pengenal pengunjung di Pos 

Satpam 

2. Mengambil nomor antrian untuk persidangan; 

3. Mengikuti rangkaian persidangan. 

Biaya / Tarif : Gratis 

Produk : 1. Putusan atau Penetapan Pengadilan; 

2. Akta Cerai 

Pengelolaan Pengaduan : 1. Aplikasi Lapor! Melalui alamat 

https://www.lapor.go.id/ 

2. Aplikasi SIWAS Mahkamah Agung melalui 

alamat https://siwas.mahkamahagung.go.id/ 

3. Surat elektronik PA Tanjungkarang dengan 

alamat patanjungkarang@rocketmail.com 

https://www.lapor.go.id/
https://siwas.mahkamahagung.go.id/


4. Sikepo (Sistem Informasi Kepaniteraan Online)  

081277228305  

5. Meja Pengaduan PA Tanjung Karang 

6. Media Sosial PA Tanjung Karang 

 



STANDAR PELAYANAN  

PRODUK PENGADILAN 

PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS IA 

 

Jenis Pelayanan : Layanan Produk Pengadilan 

Dasar Hukum : 1. HIR Pasal 118, 120 HIR/ 144 RBg; 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk 

kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 

50 Tahun 2009; 

3. Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2019 

tentang Jenis dan Tarig atas Jenis Penerimaan 

Negara Bukan Pajak yang berlaku pada 

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang 

berada dibawahnya; 

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 

KMA/001/SK/1991 tentang Pola Pembinaan dan 

Pengendalian Administrasi Perkara; 

5. SEMA No. 01 Tahun 2011 tentang perubahan 

SEMA No. 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian 

Salinan dan Petikan Putusan. 

Persyaratan : Identitas Para Pihak/ Kuasa 

Prosedur : 1. Sebelum datang ke pengadilan Agama Tanjung 

Karang, Para Pihak dapat melakukan 

pengecekan status terbit Akta Cerai melalui 

Aplikasi SIKEPO; 

2. Mengambil tanda pengenal pengunjung di Pos 

Satpam; 

3. Mengambil nomor antrian untuk ke Meja 

Pengambilan Produk Pengadilan dan tunggu 

hingga dipanggil petugas sesuai antrian; 



4. Permohonan dari para pihak berperkara baik 

secara lisan/ tertulis; 

5. Menunjukkan Identitas Diri; 

6. Membayar PNBP; 

7. Pihak dapat melakukan pengecekan keaslian 

Akta Cerai melalui Aplikasi SIKEPO 

Biaya / Tarif : Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019 

Produk : 1. Salinan Putusan/ Penetapan Pengadilan; 

2. Akta Cerai 

Pengelolaan Pengaduan : 1. Aplikasi Lapor! Melalui alamat 

https://www.lapor.go.id/ 

2. Aplikasi SIWAS Mahkamah Agung melalui 

alamat https://siwas.mahkamahagung.go.id/ 

3. Surat elektronik PA Tanjungkarang dengan 

alamat patanjungkarang@rocketmail.com 

4. Sikepo (Sistem Informasi Kepaniteraan Online)  

081277228305  

5. Meja Pengaduan PA Tanjung Karang 

6. Media Sosial PA Tanjung Karang 

 

https://www.lapor.go.id/
https://siwas.mahkamahagung.go.id/


STANDAR PELAYANAN 

LAYANAN PENGADUAN 

PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS IA 

 

Jenis Pelayanan : Layanan Pengaduan 

Dasar Hukum : 1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik; 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

Tentang Keterbukaan Informasi Publik, 

3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 

tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan 

Publik; 

4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 09 

Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan 

Pengaduan (Whistleblowing System) di 

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan 

yang Berada Dibawahnya; 

5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Ri 

No. 080/KMA/SK/VIII/2006 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Pengawasan 

Lembaga Peradilan; di Lingkungan; 

6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI 

Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar 

Pelayanan Peradilan;  

7. Keputusan KMA RI No. 2-

144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar 

Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, 

8. Buku IV Pedoman Teknis Peradilan Agama, 

9. Peraturan Komisi No 1 Tahun 2010 tentang 

Standar Layanan Informasi Publik: 

10. Keputusan Dirjen 0017/Dj.A/SK/VII/2011 

Badilag No. tentang Pedoman Pelayanan 

Meja Informasi di Lingkungan Peradilan 

Agama; 



11. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI 

Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Penyusunan Standar Oprasional Prosedur di 

lingkungan Mahkamah Agung dan Badan 

Peradilan yang berada dibawahnya 

Persyaratan : Tanda Pengenal 

Prosedur : 1. Memgambil tanda pengenal pengunjung di 

Pos Satpam; 

2. Mengambil nomor antrian untuk ke Meja 

Informasi dan Pengaduan dan tunggu hingga 

dipanggil petugas sesuai antrian; 

3. Mengajukan pengaduan kepada petugas Meja 

Informasi dan Pengaduaan, dalam keadaan 

tertentu atau atas permintaan pengadu, nama 

dan identitas pengadu dapat dirahasiakan.  

4. Pengaduan yang diterima akan diproses oleh 

petugas dengan mencatat di register 

pengaduan dan menginput ke aplikasi SIWAS 

Mahkamah Agung RI. 

Biaya / Tarif : 30 menit 

Produk : Gratis, tidak dipungut biaya 

Pengelolaan Pengaduan : 1.  Aplikasi SIWAS Mahkamah Agung melalui 

alamat https://siwas.mahkamahagung.go.id/. 

2. Whatsapp Ditjen Badilag MA di nomor 

081212367307: 

3. Surat elektronik PA Tanjung Karang dengan 

alamat patanjungkarang@rocketmail.com; 

4. Telepon PA Tanjung Karang di nomor 0721-

708629; 

5. Meja Pengaduan PA Tanjung Karang; 

6. Whatsapp PA Tanjung Karang di nomor 

081277228305; 

7. Media social PA Tanjung Karang; 

 

 

https://siwas.mahkamahagung.go.id/
mailto:patanjungkarang@rocketmail.com


STANDAR PELAYANAN 

BANTUAN HUKUM 

PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS IA 

 

Jenis Pelayanan : Layanan Bantuan Hukum 

Dasar Hukum : 1. Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 Tentang 

Peradilan Agama yang diubah dengan 

Undang- undang Nomor 3 tahun 2006 dan 

diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-

undang nomor 50 tahun 2009; 

2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI 

Nomor KMA/001/SK/1991 Tentang Pola 

Pembinaan dan Pengendalian Administrasi 

Perkara; 

3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI 

Nomor KMA/004/SK/1992 tentang 

Kepaniteraan Pengadilan Agama; 

4. Keputusan KMA RI No. 2-

144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar 

Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan; 

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 

Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan 

Standar Operasional Pemerintahan Prosedur 

Administrasi; 

6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI 

Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar 

Pelayanan Peradilan. 

7. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI 

Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Penyusunan Standar Oprasional Prosedur di 

lingkungan Mahkamah Agung dan Badan 

Peradilan yang berada dibawahnya; 

8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 



Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian 

Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak 

Mampu di Pengadilan; 

9. Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 

0508.a/DjA/HK 00/III/ 2014 Tentang Petunjuk 

Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah 

Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang 

Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi 

Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. 

Persyaratan : Tanda Pengenal 

Prosedur : 5. Memgambil tanda pengenal pengunjung di 

Pos Satpam; 

6. Mengambil nomor antrian untuk ke Meja 

Informasi dan Pengaduan dan tunggu hingga 

dipanggil petugas sesuai antrian; 

7. Mengajukan pengaduan kepada petugas Meja 

Informasi dan Pengaduaan, dalam keadaan 

tertentu atau atas permintaan pengadu, nama 

dan identitas pengadu dapat dirahasiakan.  

8. Pengaduan yang diterima akan diproses oleh 

petugas dengan mencatat di register 

pengaduan dan menginput ke aplikasi SIWAS 

Mahkamah Agung RI. 

Biaya / Tarif : 30 menit 

Produk : Gratis, tidak dipungut biaya 

Pengelolaan Pengaduan : 1. Aplikasi SIWAS Mahkamah Agung melalui 

alamat https://siwas.mahkamahagung.go.id/. 

2. Whatsapp Ditjen Badilag MA di nomor 

081212367307: 

3. Surat elektronik PA Tanjung Karang dengan 

alamat patanjungkarang@rocketmail.com; 

4. Telepon PA Tanjung Karang di nomor 0721-

708629; 

5. Meja Pengaduan PA Tanjung Karang; 

https://siwas.mahkamahagung.go.id/
mailto:patanjungkarang@rocketmail.com


6. Whatsapp PA Tanjung Karang di nomor 

081277228305; 

7. Media social PA Tanjung Karang; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STANDAR PELAYANAN 

LAYANAN MEDIASI 

PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS IA 

 

Jenis Pelayanan : Layanan Mediasi 

Dasar Hukum : 1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 

2016 Tentang Mediasi; 

2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 

KMA/001/SK/1991 Tentang Pola Pembinaan dan 

Pengendalian Administrasi perkara; 

3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 

KMA/004/SK/1992 Pengadilan Agama; Tentang 

Kepaniteraan; 

4. Keputusan KMA RI No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022 

tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di 

Pengadilan; 

5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI 

Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang 

Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan 

Tugas dan Administrasi Peradilan; 

6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI 

Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar 

Pelayanan Peradilan; 

7. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI 

Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Penyusunan Standar Oprasional Prosedur di 

lingkungan Mahkamah Agung dan Badan 

Peradilan yang berada dibawahnya; 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 

201211 tentang Pedoman Penyusunan Standar 

Operasional Pemerintahan; Prosedur 

Administrasi; 

9. SEMA No. 02 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian 



Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan 

Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan 

Peradilan; 

Persyaratan : 1. Surat Gugatan 

2. Tanda Pengenal Sidang 

Prosedur : Mengajukan permohonan kepada Pengadilan 

Agama Padang dengan mengisi formulir yang telah 

disediakan dan memberikan persyaratan yang 

diperlukan. 

Biaya / Tarif : Gratis 

Produk : Mediasi Perkara 

Pengelolaan Pengaduan : 1. Aplikasi Lapor! https://www.lapor.go.id/ melalui 

alamat; 

2. Aplikasi SIWAS Mahkamah Agung melalui 

alamat https://siwas mahkamahagung.go.id/; 

3. Whatsapp Ditjen Badilag MA di nomor 

081212367307; 

4. Surat elektronik PA Tanjung Karang dengan 

alamat patanjungkarang@rocketmail.com; 

5. Whatsapp PA Tanjung Karang di nomor 

081277228305; 

6. Telepon PA Tanjung Karang di nomor 0721-

708629; 

7. Media social PA Tanjung Karang; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:patanjungkarang@rocketmail.com


STANDAR PELAYANAN 

ADMINISTRASI UPAYA HUKUM 

PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS IA 

 

Jenis Pelayanan : Layanan Administrasi Upaya Hukum 

Dasar Hukum : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang 

Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura; 

2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman; 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah 

dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah 

Agung; 

4. Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama jo Undang-Undang No. 3 

Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- 

Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama jo Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 

tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 

5. Pasal 188 HIR / 199 RBg; 

6. KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola 

Pembinaan dan Pengendalian Administrasi 

Kepaniteraan Pengadilan Agama dan 

Pengadilan Tinggi Agama; 

7. KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan 

Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan 

Administrasi Peradilan; 

8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 

026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar 

Pelayanan Peradilan; 

9. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI 



Nomor 002 Tahun 2012, Tentang Pedoman 

Penyusunan Standar Operasional Prosedur di 

Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan 

Peradilan Yang Berada di Bawahnya; 

Persyaratan : 1. Para pihak bereperkara 

2. Putusan Pengadilan yang belum berkekuatan 

hukum tetap; 

Prosedur : 1. Mengajukan permohonan upaya hukum; 

2. Membayar Panjar Biaya Perkara; 

3. Mengajukan memori/alasan upaya hokum; 

Biaya / Tarif : Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua tentang 

Panjar Biaya Perkara dan PP No. 5 Tahun 2019 

Akte; 

Produk : Akta 

Pengelolaan Pengaduan : 1. Aplikasi Lapor! https://www.lapor.go.id/ melalui 

alamat; 

2. Aplikasi SIWAS Mahkamah Agung melalui 

alamat https://siwas mahkamahagung.go.id/; 

3. Whatsapp Ditjen Badilag MA di nomor 

081212367307; 

4. Surat elektronik PA Tanjung Karang dengan 

alamat patanjungkarang@rocketmail.com; 

5. Whatsapp PA Tanjung Karang di nomor 

081277228305; 

6. Telepon PA Tanjung Karang di nomor 0721-

708629; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:patanjungkarang@rocketmail.com


STANDAR PELAYANAN 

LAYANAN SIDANG VIRTUAL 

PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS IA 

 

Jenis Pelayanan : Layanan Sidang Virtual 

Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 

sebagaimana telah diubah dengan undang- 

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan 

Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 

Tahun 2009; 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang 

Pelayanan Publik; 

4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 

2022 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang 

Administrasi Perkara dan Persidangan di 

Pengadilan Secara Elektronik; 

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 

KMA/001/SK/1991 tentang Pola Pembinaan 

dan Pengendallian Administrasi Perkara; 

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 

KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan 

Buku II Pedoman Pelaksan; 

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 

026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar 

Pelayanan; 

Persyaratan : Surat Permohonan Layanan Sidang Virtual 

Prosedur : 1. Mengajukan permohonan layanan sidang 

virtual; 

2. Hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan di 

Pengadilan Agama Padang 



Biaya / Tarif : Gratis  

Produk : Layanan Sidang Virtual 

Pengelolaan Pengaduan : 1. Aplikasi Lapor! https://www.lapor.go.id/ melalui 

alamat; 

2. Aplikasi SIWAS Mahkamah Agung melalui 

alamat https://siwas mahkamahagung.go.id/; 

3. Whatsapp Ditjen Badilag MA di nomor 

081212367307; 

4. Surat elektronik PA Tanjung Karang dengan 

alamat patanjungkarang@rocketmail.com; 

5. Whatsapp PA Tanjung Karang di nomor 

081277228305; 

6. Telepon PA Tanjung Karang di nomor 0721-

708629; 

7. Media social PA Tanjung Karang; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:patanjungkarang@rocketmail.com


 

STANDAR PELAYANAN 

LAYANAN PRIORITAS KELOMPOK RENTAN 

PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS IA 

 

Jenis Pelayanan : Layanan Prioritas Kelompok Rentan 

Dasar Hukum : 1. Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang 

HAM: 

2. Undang-Undang No.4 Tahun 1997 tentang 

Penyandang Cacat; 

3. Undang Undang No.8 tahun 2016 tentang 

Penyandang Disabilitas; 

4. Peraturan Pemerintah No.43/1998 tentang 

Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial 

Penyandang Cacat; 

5. Keputusan Dirjen Badilag No. 

206/DJA/SK/I/2021 tentang Standar Pelayanan 

Bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan 

Peradilan Agama. 

Persyaratan : Kelompok rentan yang terdiri dari Lansia, Ibu Hamil, 

Ibu dengan Balita, dan Penyandang Disabilitas. 

Prosedur : 1. Mengambil tanda pengenal pengunjung di Pos 

Satpam; 

2. Mengambil Antrian Prioritas (APROS) di 

Anjungan Antrian PTSP; 

3. Menunggu hingga antrian sedang berjalan 

selesai dilayani dan Antrian Prioritas dipanggil 

oleh petugas; 

Biaya / Tarif : Gratis 

Produk : 1. Antrian Prioritas; 

2. Register Layanan Disabilitas; 

Pengelolaan Pengaduan : 1. Aplikasi SIWAS Mahkamah Agung melalui 

alamat https://siwas.mahkamahagung.go.id/. 

2. Whatsapp Ditjen Badilag MA di nomor 

https://siwas.mahkamahagung.go.id/


081212367307: 

3. Surat elektronik PA Tanjung Karang dengan 

alamat patanjungkarang@rocketmail.com; 

4. Telepon PA Tanjung Karang di nomor 0721-

708629; 

5. Meja Pengaduan PA Tanjung Karang; 

6. Whatsapp PA Tanjung Karang di nomor 

081277228305; 

7. Media social PA Tanjung Karang; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:patanjungkarang@rocketmail.com


STANDAR PELAYANAN 

LAYANAN ANJUNGAN GUGATAN MANDIRI 

PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS IA 

 

Jenis Pelayanan : Layanan Anjungan Gugatan Mandiri 

Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman; 

2. Undnag-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama yang diubah dengan Undang- 

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk 

kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 

50 Tahun 2009; 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik; 

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 

KMA/001/SK/1991 tentang Pola Pembinaan 

dan Pengendallian Administrasi Perkara; 

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 

KMA/004/SK/1992 Pengadilan Agama; tentang 

Kepaniteraan; 

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 

KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakukan 

Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan 

Administrasi Peradilan Agama; 

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Ri Nomor 

026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar 

Pelayanan Peradilan; 

8. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI 

Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Penyusunan Standar Operasional Prosedur di 

Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan 

Peradilan yang berada di bawahnya; 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 



Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Penyusunan Standar Operasional 

Prosedur Administrasi Pemerintahan; 

Persyaratan : Tidak ada persyaratan khusus 

Prosedur : 1. Mengambil tanda pengenal pengunjung di Pos 

Satpam: 

2. Pihak mengunjungi Anjungan Gugatan Mandiri 

yang terdapat di dalam ruang pelayanan 

Pengadilan Agama Padang; 

3. Membuka web gugatan mandiri pada 

https://gugatanmandiri.badilag.net. 

4. Memilih menu pada web gugatan mandiri; 

5. Pihak melakukan pembuatan surat gugatan 

atau permohonan menggunakan web Gugatan 

Mandiri; 

6. Mencetak Surat Gugatan atau Permohonan 

yang telah dibuat melalui aplikasi dengan 

menggunakan fasilitas printer yang telah 

disediakan. 

Biaya / Tarif : Gratis 

Produk : Surat gugatan atau permohonan yang dibuat 

secara mandiri. 

Pengelolaan Pengaduan : 1. Aplikasi SIWAS Mahkamah Agung melalui 

alamat https://siwas.mahkamahagung.go.id/. 

2. Whatsapp Ditjen Badilag MA di nomor 

081212367307: 

3. Surat elektronik PA Tanjung Karang dengan 

alamat patanjungkarang@rocketmail.com; 

4. Telepon PA Tanjung Karang di nomor 0721-

708629; 

5. Meja Pengaduan PA Tanjung Karang; 

6. Whatsapp PA Tanjung Karang di nomor 

081277228305; 

7. Media social PA Tanjung Karang; 

 

https://gugatanmandiri.badilag.net/
https://siwas.mahkamahagung.go.id/
mailto:patanjungkarang@rocketmail.com

